BAB IV
ANALISISTERHADAP PERANAN PPAIW DALAM MENCEGAH
TERJADINYA SENGKETA WAKAF DI KECAMATAN PEDURUNGAN
KOTA SEMARANG

Setelah penulis paparkan mengenai pengertian wsdadra umum,
dasar-dasarnya, unsur dan syarat, tata cara petaeksavakaf, pendaftaran
tanah wakf, dan sengketa tanah wakaf secara umemyefesaian tanah
wakaf, dan pengertian PPAIW, tugas dan kewenand@AlW, sampai
peranan PPAIW dalam mencegah terjadinya sengketa taakaf, maka dari
pembahasan tersebut dapat penulis simpulkan beb@eymasalahan yang
perlu kiranya dibahas serta dianalisis hingga akiari diharapkan suatu
kesimpulan yang rajifvalid).

Permasalahan yang akan dianalisis hanya penulibatasi hanya
berkisar pada analisi terhadap faktor-faktor yangnyebabkan terjadinya
sengketa wakaf di kecamatan pedurungan kota segatdanjutkan dengan
pembahasan mengenai analisis peranan PPAIW dalaroegeh terjadinya
sengketa tanah wakaf (di kecamatan pedurungarskatarang)

A. Analiss Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya

Sengketa Wakaf di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Mengingat perwakafan sebagian besar obyeknya adafedh, maka
untuk melindunginya diperlukan suatu pengaturataten perwakafan, Oleh
karena itu pemerintah menetapkan peraturan perakrido. 28 tahun 1977

tentang Perwakafan Tanah Milik, didalam peratuessabut masih menganut
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prinsip Al-Quran dan Sunah Rosul. Sebelum dikédaar peraturan
pemerintah tersebut, keadaan tanah wakaf belum #at@k diketahui
jumlahnya, bentuknya, penggunaannya, dan pengelofaadisebabkan tidak
ada ketentuan administrasi yang mengatur. Tujuamatperaturan ini adalah
menjadikan tanah wakaf menjadi suatu lembaga keaganyang dapat
dipergunakan sebagai salah satu sarana guna peagganb kehidupan
keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama'Islam

Adanya perwakafan tanah merupakan salah satu as#hnghan
nasional yang bersumber dari Al Quran dan as Sundari aspek sosial
yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkarakafV sangat
dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikam,iddaik untuk ibadah
mahdhoh, yaitu yang berhubungan dengan ibadahhb&basus (masijid,
mushola dan lain-lain), dan untuk ibadah ‘ammahgyla@rhubungan dengan
kepentingan masyaraKat

Disini dapat ditemukan bahwa pasal 13 PeraturaneHetah No 42
tahun 2006 menjelaskan mengenai pelaksanaan Undiasiaag No 41 tahun
2004 Tentang wakaf Secara umum, mengatur perwakafag telah menjadi
sebuah kekuatan untuk meningkatkan kesadaran nasyakhususnya umat
muslim di Indonesia dalam mensejahteraakan umat lawemwakaf,
seringkali orang mengidentikkan wakaf dengan sadamaprasarana ibadah

umat muslim saja, padahal lebih dari itu, sebereapgran serta wakaf dapat

! Hadi Setia Tunggal/ndang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahur#Zléntang
Wakaf,Jakarta Harvarindo, 2005. h 2.

“Said Agil Husin Al MunawarAktualisasi Nilai-Nilai Quranj Jakarta: Ciputat Press, Cet,
ke-2, 2005, h .340.
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diperuntukkan bagi semua umat manusia, tidak meamanegama, ras, suku
bangsa, semua dapat menikmati daripada obyek weksdbut, dan itulah
undang-undang mengenai perwakafan sehingga adakateketentuan yang
jelas dalam mengenai perwakafan, walaupun sudaterdukan masalah
perwakafan dalam undang-undang, Apakah undang-gndarengatur
PPAIW dalam mencegah sengketa tanah wakaf, walatiigmlhada wewenag
masalah mencegah sengketa tanah wakaf tapi alangi&hya PPAIW
memberikan penyuluan kepada masyarakat, karena gaocgra langsung
turun kemasyarakat dalam masalah bidang perwakafialah PPAIW
Adapun Faktor- Faktor yang Menyebabkan TerjadingngReta Tanah
Wakaf di Kecamatan Pedurungan Kota Sematang
1. Kurang Pengetahuan masyarakat terhadap wakafritlirse
Mayoritas masyarakat belum banyak mengenal eksisterakaf,
padahal secara fungsional, wakaf itu dapat megjaldisi bagi umat manusia
dalam memberikan pelayanan dan fasilitas ruang ilkpu@ng semakin
sempit, dengan begitu pemahaman wakaf perlu digasikan agar wakaf
tidak dipandang remeh dan hanya bersifat ibadapgawmeaan saja, sehingga
akan tahu betapa besarnya manfat perwkafan yampaetya, bukan malah
keributan dan sengketa yang dialami karena belumunig masyarakat

mengenai perwakafan itu sendiri

> Wawancara dengan Drs. H. Usman EffendiSelaku Ketua KUA Kecamatan
Pedurungan Semarangada tanggal 26 Januari 2012
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2. Banyak orang yang berpikir lebih mengutamakan kewgdan pribadi,
daripada orang lain atau Agama.
Wakaf merupakan alat untuk mensejahterakan umajatepedoman
Al Qur'an dan Hadits, pengetahuan orang untuk kierflan memikirkan
nasib sesamanya, khususnya mereka yang kurang nmadanplerfikir untuk
kepentingan bersama, menjadikan wakaf dapat mehguaaa berfikir
seseorang untuk berbuat sosial dan beramal, mé&limatisi perekenomian di
Indonesia pada saat ini tentunya sangat membamntu tdevujudnya negara
yang sejahtefa Tidak hanya itu, perlunya kesadaran masyarakagasa
dibutuhkan dan dalam hal ini semua aparat dan aejpbmerintah baik
swasta maupun milik negara, dapat memberikan nsitieatang kesadaran
berwakaf. Lifestyle yang secara etimologi adalayadaidup. Sedangkan dari
sudut terminologi, lifestyle ialah perilaku yangjatkni seseorang dalam
kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menggunakaarta h dan
mengalokasikan waktunya. Lifestyle atau gaya hiskegeorang berhubungan
erat dengan konsep dan pandangan hidup yang dieeh karena itu,
lifestyle ini lazimnya merupakan perwujudan darng@ngan hidup (way of
life) seseorang. Bagi seorang Muslim, lifestyle-ngatu disandarkan pada
keyakinan agama, yaitu Islam. Dalam Islam, sebagaéndikemukakan di
atas, ada ajaran ibadah yang diyakini sangat bdéamiamntuk menjalin
hubungan dengan Allah SWT dan sekaligus merajutuigdin dengan

sesama manusia. Hubungan itu dalam bentuk ibadaf gsebut dengan

* Said Agil Husin Al munawap.cit, h.343
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ibadah wakaf. Wakaf sangat ideal dijadikan sebagaia hidup seorang
Muslim. Sebab, wakaf dapat menambah harta (kuantitan kualitas) dan
pahala kepada orang yang mengamalkannya. Sedarsgkamna psikologi,
berwakaf memberikan pengaruh positif kepada oramy yoerwakaf. Sebab
apabila wakaf dijadikan sebagai lifestyle, ia akaendorong lahirnya etos
kerje.

3. Kurangnya kepedulian dari pemerintah terhadap makgg ulama dan

PPAIW.

Ulama dan pemerintah perlu kerjasama dalam membdaa
membimbing umat, agar mereka tahu dan paham aka&mgeya berwakaf,
peranannya sangat dibutuhkan karena merekalah iebily mengetahui
dalam masalah wakaf, secara sistem, pelembagaaaf watkah cukup baik,
hanya saja komunikasi yang terjadi antara pemdérimtan ulama dinilai
kurang maksimal. tetapi tidak menutup kemungkinemerintah juga turut
berperan serta dalam pensertifikasian wakaf sen8@hingga akan kisruh
dikemudian.

4. Sistem administrasi yang kurang baik dalam mengealbiek wakaf.

Sampai saat ini pengelolaan dan manajemen wakatldnesia masih
kurang maksimal. Sebagai akibatnya cukup banyakahaekaf terlantar
dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yaaggh Salah satu
penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanweakatkan tanah

dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurangmikiekan biaya

® Abdir Rauf,al-Qur'an dan llmu HukumnJakarta: Bulan Bintang, 1979, h . 147
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operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profakioDleh karena itu,
kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sapeating. Kurang
berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi dinradonesia karena
wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mermgatmasalah ini, wakaf
harus dikelola secara produktif dengan menggunakanajemen modern.
Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada bel@erhpl yang perlu
dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikikaf dan peraturan
perundang-undangan, nazhir harus profesional datiemgembangkan harta
yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersdimrupa uang. Di samping
itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasionagrldkan badan khusus
yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan nazhir

PPAIW selaku pihak yang membuat akta ikrar wakalupentuk meng
administrasi semua proses, laporan dan kegiatansushya dalam
perwakafan, hal ini untuk mengantisipasi agar tideadi persengketaan
wakaf di kemudian harKepala KUA yang juga Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf menjadi ujung tombak keberhasilan programaiakoduktif. Hal ini
memang telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 darepntWakaf bahwa
Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf yang akan berperanngedilam program
pemberdayaan wakaf sehingga menjadi semakin priédukt

Selama ini yang banyak terjadi di Indonesia, walkbérdayakan hanya

untuk pemakaman, masjid, pesantren dan madrasdbhgalebih dari itu,

® Suparman Usmaldukum Perwakafan Di Indonesidakarta: Darul Ulum Press, 1999, h.
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fakta yang terjadi adalah di negara Dubai, dimaaadhra, stasiun, rumah
sakit dan tempat umum lainnya merupakan pemberdajaawakaf.
5. Tidak adanya perhatian dari pemerintah setempatndamemberikan
solusi/penyuluhan terhadap sengketa wakaf yanadietj masyarakat.

Pemberdayaan wakaf untuk masyarakat masih jauh gang
diharapkan, artinya sampai saat ini, wakaf di lrefim pemanfaatannya
hanya untuk kepentingan peribadatan umat Islama Rewumnya negara-
negara Timur Tengah dalam bidang wakaf merupakag texdepan di dunia
Islam. Terutama Mesir, Universitas Al-Azhar sebagaintoh konkrit
kemajuan bidang wakaf dari masa lampau hinggairsiaat

Kemajuan yang dialami negara-negara Timur Tengaislinya Mesir
sebenarnya berawal dari perdebatan di kalanganaule@®ngenai wakah
dzurri/keluarga.

Di Syiria pada tahun 1939 merevisi peraturan-pesatumengenai
wakaf keluarga, antara lain. Pertama, tidak did@ehmelanggengkan wakaf
keluarga tanpa batas waktu dan tidak boleh puleritdn kepada kelompok
yang lebih dari dua tingkat keturunan (cucu). Kedisdam wakaf keluarga,
wakif dibolehkan menarik kembali wakafnya, sebagaien ia dibolehkan
mengikat wakaf dengan syarat-syarat tertentu. Ketigtuk keabsahan wakaf
ini, disyaratkan untuk tertulis dalam catatan peatan, yang dikeluarkan
oleh hakim agama. Keempat, jika terjadi kerusakan adak memungkinkan
lagi untuk dibangun, atau hak mustahik tidak dapgtenuhi, maka wajib

wakaf itu. Kelima, mauquf ‘alaih (penerima wakaBrbak menolak syarat



78

wagif yang semena-mena dengan mebatalkan syassbtdr pemanfaatan
wakaf ialah untuk kepentingan fasilitas umum, gdirwakaf digunakan
untuk menunjang kebutuhan semua orang tidak hantk worang muslim
saja, tetapi untuk semua kalangan umat. Selamarmaj Islam di Indonesia
khususnya masyarakat dipedalaman masih banyak hemagggapan bahwa
aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujlzdah saja. Misalnya,
pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuldam pendidikan.
Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud famg seperti itu. Bisa saja,
di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaarg itauntungannya nanti
dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidakpoalayanan kesehatan
gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga baglari ibadah. Selain itu,
pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. aHggng bisa
diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak béggesgperti tanah.
Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerakraaldim uang, logam
mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaalektwel, dan hak sewa. Ini
sebagaimana tercermin dalam Pasal 16, UU No. 4niraeo4’
Pemberdayaan wakaf untuk masyarakat masih jauh gang

diharapkan, artinya sampai saat ini, wakaf di lrefim pemanfaatannya
hanya untuk kepentingan peribadatan dan masih adaergebatan bagi umat
Islam. Pada umumnya kita harus melihat di negagatae Timur Tengah

dalam bidang wakaf merupakan yang terdepan di dsiaian.

"Abdullah Ubaid MatrajiStaf Divisi Humas Badan Wakaf Indonest@publika Newsroom,
Kamis, 05 Februari 2009.h 17.
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B. AnalisisPeran PPAIW Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Wakaf Di
Kecamatan Di Pedurungan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terdas abjuh bab
delapan belas pasal yang meliputi pengertian, sggeaat, fungsi, tata cara,
dan pendaftararan wakaf, ketersediaan tenaga yamganmgani pendaftaran
wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dangapesan wakaf,
ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan.

Menindaklanjuti PP Nomor 28 Tahun 1977 yang teldteldarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 19@&ngy mengatur
tentang tatacara pendaftaran perwakafan tanah hi&kyang memuat antara
lain persyaratan tanah yang diwakafkan, pejabatbpemakta ikrar wakaf,
proses pendaftaran, biaya pendaftaran, dan keteperalihan. Selanjutnya
Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 memietatgh lanjut
tentang tata cara perwakafan tanah milik, antanatéatang ikrar wakaf dan
aktanya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, hak Hewajiban nair,
perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dahithgan, penyelesaian
perselisihan tanah wakaf, serta biaya perwakafasathtanilik.

Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdatkam yang terkait
dengan obyek wakaf sengketa yang diatur dalam pgsaérsebut, apabila
subyek sengketanya antara orang-orang yang beragalam maka
Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk sekatngusutus sengketa
tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam pasglab@ sebagai berikut:

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagai dimaksatla ayat (1) yang
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subyek hukumnya antara orang-orang yang beragdam, isbyek sengketa
tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-parkara sebagaimana
dimaksud dalam psal 49.

Pengajuan tututan kepengadilan bagi pihak yang saetaaknya
dilnggar merupakan suatu keharusan untuk menjardenya kepastian
hukum, pengadilan sebagai tempat terakhir bagi genkeadilan dan
dianggap memberikan suatu kepastian hukum karemasau pengadilan
mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat paekpi

Maksud dikeluarkannya PP Nomor 28 Tahun 1977 adaiatuk
memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanatkafw serta
pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Berlpmygimpangan dan
sengketa wakaf dengan demikian dapat diminimaliiamun demikian,
masih dirasakan adanya hambatan dan atau permasdtkait dengan PP

nomor 28 Tahun 1977 ini, antara %in

1. Tanah yang dapat diwakafkan hanyalah tanah hak dal badan-badan
sosial keagamaan dijamin dapat mempunyai hak atehtdengan hak
pakai. Bagaimana wakaf tanah dengan hak guna bagataa guna
usaha yang di dalam prakteknya dapat diperpanjaakfunwya sesuai
dengan tujuan pemanfaatan wakaf.

2. Penerima wakaf (&) disyaratkan oleh peraturan mempunyai cabang

atau perwakilan di kecamatan di mana tanah wakdétak. Dalam

8 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakrta: Rdja Grafindo Persada, Cet. Ke-
4, 2000, h 498
*Ibid, h. 517
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pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan justru imierkan
hambatan. Terkait dengan masalah tersebut, bagainiean nair itu

bersifat perorangan atau perkumpulan yang tidak ik@rmoabang atau
perwakilan.

3. PP Nomor 28 Tahun 1977 hanya membatasi wakaf bieswlda tetap
khususnya tanah. Bagaimana wakaf yang objeknya ableadda
bergerak selain tanah atau bangunan.

4. Hambatan-hambatan lain yang bersifat non-yuridiggra lain kesadaran
hukum masyarakat akan pentingnya sertifikasi wakadtersediaan
tenaga yang menangani pendaftaran/sertifikasi wa&eh peningkatan
kesadaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dibuatabarkan tiga
motif utama, yaitu€’:

1. Motif keagamaan sebagaimana tercermin dalam komsidga yang
menyatakan bahwa "wakaf sebagai lembaga keaganesm sifatnya
sebagai sarana keagamaan”. Dalam hal ini adalal agzma Islam.
Kalau UUPA berlandaskan tujuan untuk mencapai é&diesne
Indonesia”, maka PP ini bertujuan untuk tercapaikgsejahteraan
spiritual dan material menuju masyarakat adil dakmur berdasarkan

Pancasila.

Yibid, h. 19
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2. Peraturan perwakafan sebelumnya tidak memadaipeagirtiban hukum
perwakafan secara tuntas, bahkan menimbulkan barbacgsalah,
seperti tidak adanya data tentang perwakafan.

3. Adanya landasan hukum yang kokoh dengan diundangkddUPA No.
5 Tahun 1960, khususnya pasal 14 (1) huruf b, daalp9 (3).

Beberapa point penting yang terdapat dalam peajelasnum PP no.
28 Tahun 1977 adalah sebagai befikut

1. Salah satu masalah di bidang keagamaan yang meagmgjaksanaan
tugas-tugas keagrariaan adalah perwakafan tanalik. mMasalah
perwakafan tanah milik ini sangat penting ditin@ari sudut pandang
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

2. Bahwa pada waktu yang lampau pengaturan tentargakafan tanah
milik tidak diatur secara tuntas dalam bentuk pegeat perundang-
undangan sehingga memudahkan terjadinya penyimpathaa hakikat
tujuan wakaf itu sendiri, terutama disebabkan kareanyaknya ragam
perwakafan, seperti wakaf keluarga, wakaf umum, ldanlain. Tidak
adanya keharusan mendaftarkan tanah milik yang kdifkan telah
mengakibatkan, bukan saja tidak tercatatnya taredafivmelainkan juga
beralihnya status wakaf menjadi milik perorangangydiwariskan turun
temurun.

3. Kejadian-kejadian tersebut di atas telah menimbulkaresahan di

kalangan masyarakat Islam yang menjurus kepadp aiki@pati terhadap

! Rachmadi UsmarHukum Perwakafan di Indonesiakarta: Sinar Grafika,2009.h. 78
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pelaksanaan wakaf.

4. Penjelasan PP tersebut menyatakan bahwa yangderkg di dalamnya
adalah bentuk wakaf khairi, dan bentuk wakaf haatyalakaf tanah
milik. Benda-benda wakaf lainnya belum diatur.

Unsur-unsur wakaf yang dijelaskan dalam PP No 28irtal977 ini
adalah:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau bagkumhyang
memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yangpddéanah milik
dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk nkegen
peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuaiadeagran agama
Islam.

2. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun bad#dunh yang
mewakafkan tanah miliknya.

3. lkrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untdwakafkan tanah
miliknya.

4. Nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yangratisdugas
pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf
Instruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1991 tentangnpitasi Hukum

Islaminstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 bernisiruksi Presiden untuk
menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam selanjutnigingkat KHI yang
terdiri dari Buku | tentang Hukum Perkawinan, Bulutentang Hukum
Kewarisan, dan Buku Ill tentang Hukum Perwakafamkiin Perwakafan

terdiri dari lima bab dan lima belas pasal yang m&ketentuan umum



84

tentang wakaf, fungsi, unsur-unsur dan syarat-syaekaf, kewajiban dan
hak-hak nair, tata cara perwakafan, pendaftaran wakaf, pdéramabenda
wakaf, penyelesaian perselisihan benda wakaf, peaggn dan ketentuan
peralihan. KHI ini disusun dengan maksud untukdiljan pedoman dalam
menyelesaikan masalah-masalah yang berhubunganardeketiga bidang
hukum tersebut, baik oleh instansi pemerintah maugeh masyarakat yang
memerlukannya.

Dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa pedomandipecggunakan
Peradilan Agama dalam bidang-bidang hukum tersgbii tiga belas kitab
figih Mazhab Syafi'i dipandang tidak sesuai lagi dengan grebangan
masyarakat dan bahwa KHI merupakan hasil lokakgayey diselenggarakan
pada bulan Februari 1988 di Jakarta yang telahimidgebaik oleh para alim
ulama Indonesia disertai perbandingan dengan yudspsi peradilan agama
maupun perbandingan dengan Negara-negara lain.

Beberapa catatan terhadap KHI dan pelaksanaanma desampaikan
hal-hal sebagai berikut:

1. Dari sisi formal, KHI diberi baju dalam bentuk Indtsi Presiden yang
oleh sementara pihak dianggap kurang kuat karedak timemiliki
landasan hukum/rujukan konstitusi maupun Ketetd®R yang selama
ini ada. Namun pendapat ini disanggah oleh Prof. BRail Sunny yang
merujuk pada pasal 4 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasakehfang wewenang
Presiden untuk menetapkan peraturan-peraturan @#ijakan dalam

rangka menjalankan pemerintahan serta para mentgara sebagai
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pembantu Presiden memimpin departemen untuk melakaa keputusan
dan atau instruksi presiden. Oleh karena itu, akamakin kuat dan
mantap apabila KHI yang di dalamnya mengatur tentdiukum
perwakafan dapat ditingkatkan dalam bentuk peratupgrundang-
undangan yang lebih tinggi, misalnya dalam bentetafdran Pemerintah
atau Undang-undang.

. Dari sisi substansial atau materi, KHI hanya menhgdterapa ketentuan
masalah wakaf menurut hukum Islam. Oleh karena seyogyanya
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengariupanaperundangan
yang lain dalam hal ini PP nomor 28 Tahun 197 7rggda perlu disatukan
dalam bentuk Undang-undang. Dalam konteks perwakaiaka lembaga
hibah dan wasiat merupakan cara penyampaian kekedaa pihak
pemberi wakaf kepada penerima wakaf. Oleh karemasdélain diatur
dalam hukum pewarisan, seharusnya juga diatur agaasdkan ke dalam
salah satu bagian tentang pemberian wakaf denganivassiat (baik lisan
maupun tertulis) serta pemberian wakaf denganhibedn-wakaf.

. Dalam kaitannya dengan PP 28 Tahun 1977, maka |esayen
perselisihan perwakafan tanah milik atau menurutl Kignyelesaian
perselisihan benda wakaf, seyogyanya tidak hanyalun@roses perdata
(Pengadilan Agama) tetapi dapat pula diajukan sggalana sebagaimana
diatur pada pasal 14 dan 15 PP 28 Tahun 1977.

. Perlu diatur lebih lanjut tentang perubahan bendkaivatas dasar alasan

tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan atau kareranyad alasan
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kepentingan umum sebagaimana diatur dalam pasaKeRSagar tidak
menyalahi ketentuan-ketentuan Syariat Islam sewjgan pemberian

wakaf semula dalam ikrak wakaf.

Mengenai unsur-unsur wakaf, dalam KHI dijelaskaras@i berikut*:

1.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelomamg badan
hukum yang memisahkan sebagian dari benda milikngan
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepantiigadat atau

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agsam. |

. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badakunhn yang

mewakafkan benda miliknya.

. lkrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuwvakafkan benda

miliknya.

. Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bkrgieatidak bergerak

yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekakapalan bernilai

menurut ajaran Islam.

. Neazir adalah kelompok orang atau badan hukum yangratisgugas

pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Bila perwakafan yang diatur dalam PP Nomor 28 Tali@v7

dibandingkan dengan perwakafan yang diatur dalarhpéida dasarnya sama.

Dalam beberapa hal, hukum perwakafan dalam Kompéesebut merupakan

pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwagesaai dengan

hukum Islam di antaranya:

2libid, h. 19
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a. Obyek wakaf.

Menurut KHI, bahwa obyek wakaf tersebut tidak habgaupa tanah
milik sebagaimana disebutkan dalam PP No. 28 Tdla#y. Obyek wakaf
menurut kompilasi lebih luas. Hal ini sebagaimaisaloutkan dalam pasal 215
(4) yang berbunyi: "Benda wakaf adalah segala beadabenda bergerak atau
tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang titlakya sekali pakai dan
bernilai menurut ajaran Islam”.

b. Sumpah Nar

Nazir sebelum melaksanakan tugas harus melaksanakapabudi
hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.ntdiatur dalam pasal
219 ayat 4 yang berbunyi:

Nazir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkapabuiah
hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dksaksleh sekurang-
kurangnya oleh dua orang saRsi

c. Jumlah Nair

Jumlah nair yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafetussng-
kurangnya terdiri dari tiga orang dan sebanyak-bknya sepuluh orang yang
diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatas dasar Majelis
Ulama dan Camat setempat.

d. Perubahan Benda Wakaf

Menurut pasal 225 perubahan benda wakaf hanya ddifektukan

¥Departemen Agama RParadigma Baru Wakaf di Indonesidakarta;Pengembangan
Zakat dan WakaR004, h. 105-106
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terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahukndapatkan persetujuan
tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamdtardasarkan saran dari
Majelis Ulama Kecamatan, dan camat setempat.

e. Pengawasan a

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tangmualb nair
dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantonsadr Agama
Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan, dan Pengaddgama yang
mewilayahinya.

f. Peranan Majelis Ulama dan Camat

KHI dalam hal perwakafan memberikan kedudukan damaman yang
lebih luas kepada Majelis Ulama Indonesia Kecamal@am Camat setempat
dibanding dengan ketentuan yang diatur oleh pengdadangan
sebelumnya.

Dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 pada esensidgk jauh
berbeda dengan peraturan pemerintah No. 28 tahui, ¥anya saja pada
undang-undang tersebut memberikan alternative pesgian sengketa melalui
musyawarah, mediasi, arbitrase, dan jalan teraki@lalui pengadilan, dan
pada dasarnya jalan utama dalam menyelesaikan etengkakaf adalah
dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakaersepang terdapat
dalam pasal 62 Undang-undang No 41 Tahun 2004 yeliagai berikut*

a. Penyelesian sengketa perwakafan dapat di tempuhalumel

musyawarah untuk mencapai mufakat.

1 Departeme Agamaeraturan perundangan perwakafam 27-28
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b. Apabila cara penyelesianya sengketa sebagaimananaksud
pada ayat (1) tidak berhasil maka dapat di selemaiknelalui mediasi,
arbitrase atau pengadilan.”

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengé&etalafan adalah
Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Sebagaimalzem dUndang-
undang No 3 Tahun 2006 yaitu tentang Peradilan Ag&edangkan pasal 49
yang menyebutkart

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang yaitu m&saermemutus
dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antarang-orang yang
beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasidibah, , Zakat,
Infag. Shadagah, Ekonomi Syari'ah; dan Wakaf
Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdatian yang terkait
dengan obyek wakaf sengketa yang diatur dalam ptsdersebut, apabila
subyek sengketanya antara orang-orang yang beragmamaka Pengadilan
Agama mempunyai wewenang untuk sekaligus memutogksta tersebut
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 50 aysia®)a berikut: Apabila
terjadi sengketa hak milik sebagai dimaksut padat g%) yang subyek
hukumnya antara orang-orang yang beragama islapekakengketa tersebut
diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama peskbegaimana dimaksud
dalam pasal 49. Peraturan Menteri Agama No.1 Tah@@8 Pasal 17
menyatakan: Pengadilan Agama yang mewilayahi tavekaf berkewajiban

menerima dan menyelesikan, perkara tentang peramké&édnah menurut

“Helmi Karim, Figih Muamalah Jakarta ; PT Raja Grafindo, 1997, h. 113
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syari'at islam yang antara lain mengetfaa.Wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan
saksi b.Bayyinah ( alat bukti administrasi tanalka¥a) c.Pengelolaan dan
pemanfaatan hasil wakaf d. Pengadilan e.Agama dataetaksanakan

ketentuan ayat (1) pasal ini berpedoman pada tata wenyelesaian perkara
pada peradilan Agama.

Pengajuan tututan kepengadilan bagi pihak yangsadraknya dilnggar
merupakan suatu keharusan untuk menjamin adanyasti@p hukum,
pengadilan sebagai tempat terakhir bagi pencardikea dan dianggap
memberikan suatu kepastian hukum karena putusagagémn mempunyai
kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Lain halnya, bila seorang PPAIW dipanggil untuk cegah timbulnya
sengketa wakaf, hal ini dilakukan karena PPAIW ms&nperlu memberikan
bimbingan dalam masyarakat, bahwa PPAIW beraniakeflari tugas dan
wewenangnya dengan alasan ada sengketa yang tmtauh wakif dan abhli
waris dari si wakif,

Dalam hal pencegahan sengketa tanah wakaf, bekdasandang-
undang no. 42 tahun 2006, tentang perwakafan mertdak di temukan
adanya peraturan yang secara khusus mengatur peRRAIW dalam
mencegah sengketa tanah wakaf, hanya saja memkamy penyelesaiannya
diperlukan adanya musyawarah, tetapi hal tersebgéa jtidak mengatur

sejauh mana peranan PPAIW dalam proses musyat{iarah

' Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesjdakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 524-
525
Yibid, h 527.
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Sengketa yang terjadi antara pihak wakif atas naogaanto yang
ingin mewakafkan tanahnya seluas 8% untuk mendirikan masjid, dengan
nazhir yang diketuai oleh Hasan Bisri, tetapi, oalhal ini, bapak Drs.
Usman Effendi selaku PPAIW Kecamatan Pedurunganadefasilitator dan
mediator bahwa surat-surat yang akan di periksangbe sudah sesuai atau
belum dengan persyaratan hukum yang ditentukargasekata lain, bahwa
semua yang diperlukan oleh si wakif sudah memesydrat untuk berwakaf

Kronoligisnya ialah dari pihak keluarga si wakifdaayang tidak
setuju dengan sikap si wakif yang ingin mewakafkanahnya, sehingga
masalah yang timbul menjadi sangat rumit dan bibelit, maka dari itu
pak Usman selaku PPAIW merasa perlu untuk diunddaigm masalah
tersebut, untuk menyelesaikan sengketa tersebut

Ketidaksetujuan itu dengan alasan bahwa tanah bigrsmasih
menjadi proses pembagian waris oleh pihak keluaaya si wakif. Maka
dengan sangat bijak si wakif ingin menyelsaikan atas ini dengan jalan
musyawarah dengan mengundang PPAIW, nadzir danautgtempat guna
mencari solusi atas masalah tersebut.

PPAIW yang melaksanakan tugas tersebut beranggéphnitu
diselesaikan dulu sertifikat tanah di notaris, sghi masalah wakaf dapat
teratasi, namun pihak si wakif menginginkan bahwaya tersebut tidak
perlu dilakukan karena sertifikat sudah ada dan &sggal masalah antara

pihak si wakif dengan pihak lawan.perlu ada penlerygatu PPAIW.



